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Pertanggungjawaban Korporasi Pasca KUIIP dan KUITAP Baru

vhudiran KUHP Nasio-
B nal telah memastilks i
Lingsrilleann: stul

Larin enrfetas Jpj’mu;n.'mw v
pofest, yang arlimya kerporas:
Hdak mumgkin melakukan tin-
dak pidana Dalum FPasal 45
KITHT itu, komporasi telah di-
Leswkan sobog subvek lndal
pidana, selain dari orang-per-
SCCHELNEAN,

Pengaturan ini sshenamya
Tukan hal T karena sudah
diperkenalkan jaub sebelumnya
oleh Undang-Undang  Darnat
amur 17 Tahun 1951 tentang
Penimbaman Bavang dan Un-
dang-Undang Darurat Nomor 7
Tabum 14935 tentang Pengnsut-
an, Penuntutan, dan Perslilan
Tindak Pidana Ekenomi sang
mengutur pidans tambe .
misaligs penutupan atas per-
usahuan dan wrpidana,

Selama ind pertangmingga-
waban pidans darl korporas:
jnga sudal diatur dalam U1
Khusus di Juar KULLE, misadnva
LT Pemberantasan  Kormapsi,
UU Feneucian Uang, dan UL
Lingkungan  Hidup Bahkan,
Mahkamah Agung teldh me
ngeliarkan Peraturan Mahka-
mah Agung Nomer 13 Tahun
2016 tentang Tata Cara l’ena—

n:.: sih
sinya diadopei U
Nomoer 20 Tahun 2025 tentang
KLUHAR Masional,

Dengun adusnya pengaturan
kepparasi dalnm Buke Rezatu
KUHP Masional, korporas
melakukan  tindak
wmum. misaloya tindak piedan:
p-om]u,ms atma ]wnggrhlm n, ki-
ni juggs dupal dimintakan per-
tanggngjawaban pidana.

Muneulnya sepumlah kekha-
watiran  bahws  pengaturan
kraparasi Biza herdamspak ne-
galil terhadap klim investas
dan potensi dikriminallanga
peliku Lermasuk
pemilik manfast
ourier), lentunva perlu d lihal
secara berimbang dan harus
dicegah segala bentuk penyvim-
PEnganTa.

Tindak pidana korporasi
Secana teoretis, Pasal 46 dan
47 KUHP  Nasional seku-
rang-kurangnya  mencntukan
atla tiga bentuk tindak pidana
aleh kovporasi, Fertama, tindak

Albert Aries

Pemgeior P Griscdi; reggpoia Mofiepild coer  sporfaopili

pidana vany  dilakukan  oleh

fungeionsl  dulam
struktr rrganisasi karporasi.

Dentuk yang perlama ind ber-
asal davi tenri identifikasi (inffer
egal, vaitu perle didentifika
sinya nrang-nrang dengan ke-
Audlubn fungsional yang lingg
dalam snate korpor, ang da-
pat mewujodkan Tehendak
korporasi {directing mind) un-
tuls prelakudiag suatu bindak pi-
dans, misalnva pengurus atau
argan dari suatu korporasi,

Kedua, tindak pidana yang
dilaladen aleh arang yang her-
dusurkan hubunpun kerja atau
berdasakan  hubhuam, Lain
bertindak untuk dan atas nama
serta kepentingan dard linglup
atau kegklan korpurasi
sehagaimana postulat gus faedt
per alim, oo per seovang
'1113}\‘.'& siapas vang brrfindak
melalul crang lain, bertinduk
mmtuk divinya sendiri,

Uentuk vang kedua ini ber-
asal dari teori pertangminga-
waban  pengpanti  {vicerious
Tiehility), e pemhelsnan
perlanggunggawabn alas suatu
tindak pidana vang dilakukan
oleh orang luin sevar derivalil
Dengan  dihapuskannya Pasal
37 Hwuf b BEUTIP Nasional,
pemaknaan dari pertamgenng-
Jewaban penggantd ini utama-
nva harus dibebankan terhadsp
Teorporasi.

Ketig
Tenrpue
pembe

tindak pidana oleh
iovang dilakikan oleh
'p\.r'nl..Ah. _pemtany
anfaak

strnktir o gmnﬁnel retapi dagat
mengendaliken korporasi.
Hentuk wang keriga
asal dur leon agregasi, vaitu
waburngan utau kombinasi he-
salabvan davi sejummilal cvang da-
lam kurporsst yany saling Ler-
kait dan berkontribusi chhm
memenuhi scluruh unsur
suatu findak pidana, termasuk
hesengajaan dalam melakukan
pemvertaan  dan pembaniuan
Lok pidana
Nengan dibedakannya per-
targgungjawabion pidana antarm
korporasi dan pengurasnya,
aparat pencegik hukum scka
li-kali tidak boleh menghukum
dalam  suatu
ang sams sekali ti-
dak memiiiki niat Jahat {iens

i her-

jik

reed) dan memiliki | konribuoss
mata dalam mewajudioan suatn
Linduk pidana sebagaimeana per-
nah dismanatkan dalam Tasal
S0 KUY Lama.

Pertanggungjawaban

Ferdasarkan Pasal 48 KUTHD
Masional, kelign bentuk lndak
pidans aleh korporasi di atas
dapat dipertanggargiawalskon
s ) termeaseek dulam fnghup
Diseelie adase Reogiadan yovey b
teninkan enggonan dosar olow
Ferteviteensn Jafee parg beelakin Tag?
feorgear: menguRiuTginT
Feorpovasi secont efmvan T
kom, dan ) diferima sebagal
Feehijakan korporss,

Selanjutnya, o forporasd G-
iy evelifae tosgkad-irg-
Feule puangy wiiperlohon artuk me-
Serkeaskenn prerErpalion, Bl
dimpeak yang Jeber besar dun
memnstivan bepaiihan terfa-
dup ketentuan hulum voing ber-
lakar guna menglindo T terfo-
dinvu tindol prdora, Jdan o)
korpewasi membnarkor terfoo-
sy findalk pidong

Dalam pembagian jenis delik
dalurn hubum piduna, poin o b
dan ¢ di atas merupakan deliche
cwmmsis, valu porbuatan
melakukan  suatu kejahatan
atau  pelanggaman alas  un
dang-undang bersanksi pidana
yang menurot ketentoan Fasal
a6 KUHP Nasional dianggap
telaby dilakarkany dengan sengaja
feolug) dun kesengajan ity ha-
vies tetap diboltilae di setiap
tinghkal pemeriksaan perkar

Crntohnga, suatu korpws
yang melakukan bndek pidana
memmmt UL Lingkomgan Hi-
dup dengan membuang lang-
sung  limbah  berhabaya dan
boracun dergan muksud untuk
mengurang blays operasionat
wang past ikl dari peng-
wlahan lmbuh schings meng-
untungkan korporasi - secara
melawan hukum.

Sementarn yang terakhir,
poin d dan ¢ merupakan dedicie
amissionie, yain kegagalan un-
tuk melakukan sesualu yang
dihamsskan  oleh  suatu un-
dang-undang  teratama hal
vang mensyarathan adanva ke-
wirjiban hukum untuk dilalos-
kiam oleh korporasic

Contohnya, suati korporasi
yang Hdak menerapkan budava
antikarapsi sehagaimana diten-

tudean peraluran perun-
dang-undangan sehingga peng-
wrusnyva seolah-olih  menjali
terbiasa dalam memiberiban s0-
ap atau gralifikast kepads pe-
jabat guna memperlancar peng -
urusan in terenly schingea
karporasi itu dapat dipertang-
gungawbkin,

Budsys korporssi guna me-
mastikan kepatulan terhadaps
hukum vang berlaku benasal da-
¥ Rk enrpeosrite clfiane sodel
sehingds horporasi yang tidak
mencegah atawn bahkan memn-
bisrkan terjadimys suato tindak
pidana dapat dipertangsunga-
wabkan,  Melalui model  ini
Korporasi perhn melakukan pre-
wvenel, anlisipasi dan mitigasi
terjadinga suam tindalk pidana,

Potensi penyimpangan
Terlepas duri sdanya potensi
peryimpsngan dalan penegak-
an hukumnyi, pengaluran kur-
povasi seharesova tidak akan
menggangin klim investass se
panjang nijuan penegakan hu-
kumnya untuk memastikan ke
patuban - korporasi terhadapy
penituran perundang usdang
ar, pemmliban keruginn akibat
Lindih pidiaza, dan Udak men
cart kesalahan korporasi.
Penulis mengingatkan kepa-
ol aparal penep:k hukum un-
tuk tidak pemandang penga-
tursn korporasi dalzm KUHP
Maginnal sehagai alasan untul
menegakkan hukum secars re-
presif, herlehilan, dan Jalai -
tuk menerapkan pedoman pe-
widanaan terhadap I-mlp-nn X
anmlers lain rekam  jeje
korporasi  dalam mwelalakan
wsaha dun pengaruh pernida-
naan terhadap keaporasi,
Apalagl terhadap  korporasi
yany sejak aveal bukan, tidak di-
dirvikan nnituk melakmkan rin-
dak pidana (erimenal corpora-

fiamy, Dalam kovporasi - yang
it besar dan sudah me-
miliki arganizasi vang k-

pleks, perlu dipastilan juga G-
dak holeh ada pihak-pihak yang
“dikambinghilumban” at >
salaban dari sistemn dalam
Rorporast ibu sendisd oorparite

Sauilth,

Utk itw, dalam menafsir-
kan Pasal 326 KUHAP ol
yang monwlmthull barhwr
tungEung]
pidana nlo'h Tenrpotas

dikena-

kan terhadup korporasi dun pe-
nanggmg jawah karperasi ae-
wluh-obsh  bersin kumolatifl,
|'|-z‘|\\‘|k||‘|‘|“"\-'\ harus retapy oi-
Lrmbsa ada  ketenluan
KITHTP dan U7 Penyesuaian 15-
o

Keormporasi wajib mempersi-
apkan serts meneraplkan sislem
kepatuban  terhsdap  regulasi
dan lamghab mitigasi d
Jjadima suatu tindak pidan
Tadikinga, penegak Bulom di-
harapkan menjunjung tingdl ra-
sa headilan dalam memastikan
penegakan  hukum  vang  adil
dan proporsional, tanpa me-
nimbulkan dampak negatif bag
semmik peinangkn Kepentingan
demi terciptanya tklim usaba
dan inwvestasi vang sehat.

-

Buarik i mesnesima antked dargan
ik aktual minan dan menyanget
kepentingan publie Artikel hanya
dikiim ke Opini Kompas. Panjang
artikel maksmal 5.000 karakiar
dengan spasi Kirm
Wit kompas.id/kirim-opini
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Afap seng dinilai ganggu
keindahan, Presiden
usulkan gerakan "gen-
tengisasi” se-Indonesia
Tak-tek-tok. bunyi hujan
df alus genfeng seng.

*

Anak kelas TV ST bu-
nuh divi karena tak
mampu beli bulku dan
pemL

it seed derifer rak-
il sk,

-

108 orang masih hilang
dalam longzor di Ciza-
JAIER

Misirn FJuJ'ur.l st fo-

ma, bahaya masih meng-

ingVE
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